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the Majelis Permu tan K
lmmation mt e Indonesian qulslam The ruling of the MP
Constitution of 1945 and by law, it is governed by Article 7 (1) of
2011 on Establishment of Legistation. The earlicer position of the MP
legislative hierarchy was influenced by the position of the MPR as the highest
istitution of the country, prior to its enactment of the Constitution of 1945. The
provisions contained in Article 3 and Article 6 paragraph (2) of the Constitution
of 1943 before the amendment. The MPR as the country's highest authority is
tasked with establishing the Constitution and the GBHN as a form of exercise of
people's sovereignty. However, the shift in the position of the MPR which is no
longer the highest authority of the country affects the position of the Ruling MPR
i the hierarchy of laws in Indonesia. Afier the amendment of the Constitution of
1945 the MPR was no longer the highest institution of the country, so the MPR
could no longer issue regulating decisions. Accordingly, all the MPR Rules, both
the MPRS and the MPR Rules issued from 1960 to 2002, should be reviewed for
legal status, as set out in Article [ of the Supplement to the Constitution of 1945 ;
after the amendment. Published by MPR Ruling No. 1/ MPR / 2003 can be found
that there are 14 MPR ~ S provisions that are still in effect, declared to be in -
accordance with certain provisions or declared to be in force until the law is
Jormulated. One of the remaining MPR Ruling is MPR Ruling No. XI / MPR /

1998 On Clean and Free State Organizers of Corruption, Collusion, and
Nepotism. This study aims to first understand, understand, and analyze how the
legal norms in the TAP MPR are. XI /~ MPR / 1998 by dissecting the
characteristics of the legal norms. Secondly, to get to know, to understand, and to
analyze about how the legal norms of TAP MPR number X1/ MPR / 1998 has the
binding force with law enforcement followed the legal norms of the TAP MPR a

quo.
The research method used in this thesis uses the statutory approach and

the conceptual approach.
Based on the research results it can be concluded irst: that the

characteristics of legal norms in TAP MPR No. XI / MPR / 1998 In terms of
content in general, it is a legal norm of general-concrete order and its
enforcement is daverhafting. The practice of legal norms in the TAP MPR a quo
is continuous and ends with the formulation of the law as mentioned above.
Second: Normally, the binding power and enforceability of the legal norms in
TAP MPR No. X1/ MPR / 1998 has been completed by follow-up by the country's !
organizing agencies.

Keywords: Binding force, characteristics, legal norms, the resolutions of MPR
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Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. ShES
Kedudukan Ketetapan MPR di sini dalam hierarki peraturan perundang-undangan S

tersebut dipengaruhi oleh kedudukan lembaga MPR sebagai lembaga tertinggi
negara, sebelum diamandemennya UUD RI 1945 Ketentuan-ketentuan yang
tersirat di dalam Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (2) UUD RI 1945 scbclum amandemen.
MPR sebagai lembaga tertinggi negara bertugas untuk menetapkan UUD dan
GBHN sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat. Namun, bergesernya
kedudukan MPR yang tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara berpengaruh
pada kedudukan Ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan di
Indonesia. Pasca diamandemennya UUD RI 1945 kedudukan MPR tidak lagi
menjadi lembaga tertinggi negara, sehingga MPR tidak dapat lagi mengeluarkan
ketetapan-ketetapan yang bersifat mengatur (rege/ing). Oleh sebab itu, semua
Ketetapan MPR baik itu Ketetapan MPRS maupun Ketetapan MPR yang
diterbitkan sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 harus ditinjau status
hukumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal I Aturan Tambahan UUD RI 1945
sesudah amandemen. Diterbitkannya Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 dapat
diketahui bahwa terdapat 14 Ketetapan MPR/S yang masih dinyatakan berlaku,
dinyatakan berlaku dengan ketentuan tertentu maupun dinyatakan berlaku sampai
dengan terbentuknya undang-undang. Salah satu Ketetapan MPR yang masih
berlaku adalah Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara
Yang Bersih dan Rebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Penelitian ini bertujuan
pertama untuk mengetahui, memahami, serta menganalisis tentang bagaimana
karakteristik norma hukum dalam TAP MPR No. XI/MPR/1998 dengan
membeadah karakteristik dari norma-norma hukum. Kedua, untuk mengetahui,
memahami, serta menganalisis tentang bagaimana daya ikat norma hukum dalam
TAP MPR No. XI/MPR/1998 dengan penegakan hukum ditindaklanjutinya
norma-norma hukum yang ada pada TAP MPR « quo.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode
penelitian pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan
konseptual (conceptual approach).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama : bahwa
karakteristik norma hukum pada TAP MPR No. XI/MPR/1998 Dari segi isinya
secara umum, merupakan norma hukum berupa perintah yang umum-konkret dan
daya lakunya bersifat dauerhafting. Daya laku norma hukum pada TAP MPR «
quo bersifat terus-menerus dan berakhir dengan dibentuknya undang-undang
sebagaimana telah disebutkan di ata’. Kedua : Secara normatif, kekuatan
mengikat dan keberlakuan norma-norma hukum dalam TAP MPR No.
XI/MPR/1998 telah selesai dengan ditindaklanjutinya oleh lembaga-lembaga

penyelenggara negara.

Fata Kunci : Daya ikat, karakteristik, ketetapan MPR, norma hukum
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